


Menetapkan 

KESATU 

KEDUA 

KETIGA 

- 2 -

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentangPengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerjauntuk Jabatan Fungsional (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2021 Nomor 656);6. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 970 Tahun 2022 tentangPersyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensisebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknisdalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan PerjanjianKerja untuk Jabatan Fungsional Teknis;8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 687 Tahun 2022 tentangPenetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara diLingkungan Kementerian Agama Tahun Anggaran 2022sebagaimana telah diubah dengan Keputusan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNomor 974 Tahun 2022 tentang Perubahan atasKeputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 687 Tahun 2022 tentangPenetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara diLingkungan Kementerian Agama Tahun Anggaran 2022;
MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL TENT ANG PETUNJUK PELAKSANMN PENGADMN CALON APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTERIAN AGAMA FORMASI TAHUN ANGGARAN 2022. 

Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Formasi Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 
Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan panduan bagi satuan kerja dalam melaksanakan pengadaan calon Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Formasi Tahun Anggaran 2022. 
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 J"2211.1a:;:-i 2023 SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA, 

NIZAR
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E. Pelaporan:

a. seluruh tim menyampaikan laporan pelaksanaan pengadaan calon PPPK
kepada Menteri Agama setelah pengangkatan menjadi calon PPPK dalam
jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;

b. tim pengawas pelaksanaan pengadaan calon PPPK wajib menyampaikan
laporan hasil pengawasan pelaksanaan pengadaan calon PPPK kepada
Menteri Agama setelah proses pengangkatan menjadi calon PPPK; dan

c. Menteri Agama menyampaikan laporan pelaksanaan pengadaan calon
PPPK kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi dan Kepala BKN setelah pengangkatan menjadi calon PPPK.

F. Setiap Satuan Kerja harus melaporkan pelaksanaan seleksi calon PPPK
dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak
pelaksanaan seleksi calon PPPK dinyatakan selesai kepada Sekretaris
Jenderal sebagai Ketua Pelaksana Panitia Pusat.

G. Pemantauan dan Evaluasi

Tim pelaksana pengadaan calon PPPK Pusat melakukan pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan pengadaan calon PPPK di seluruh Satuan Kerja.

BAB VI 
PENUTUP 

Demikian Petunjuk Pelaksanaan ini disusun untuk menjadi panduan bagi panitia 
seleksi dalam melaksanakan pengadaan calon PPPK pada masing-masing Satuan 
Kerja. Apabila dipcrlukan, pimpinan Satuan Kerja dapat menetapkan petunjuk 
teknis tersendiri yn ng mengatur teknis operasional penyelenggaraan pengadaan 
calon PPPK yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan kerja masing-masing, 
namun tidak boleh bertentangan dengan Keputusan ini. 
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